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2024

Abstraksi

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan instrumen kebijakan
pemerintah dalam mengatur stabilitas harga komoditas strategis di pasar.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga
Eceran Tertinggi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan
batas maksimal harga jual eceran produk tertentu guna melindungi konsumen dari
praktik monopoli dan oligopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penetapan HET
berdasarkan peraturan tersebut, khususnya dalam aspek kepastian hukum,
kemanfaatan,  ketidakberpihakan, kecermatan, tidak  menyalahgunakan

kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum.

Kata Kunci: Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Harga Eceran Tertinggi,
Peraturan Menteri Perdagangan
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